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ABSTRAK 

Sakti Nugraha, 201610115204. Penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Daerah Metro Jaya. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menegaskan sebagaimana dalam Pasal 

28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

Informasi dan diharapkan berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang 

terikat ataupun dikuasai oleh badan-badan publik, pasal 9 dalam menyampaikan 

informasi untuk badan publik bersifat wajib, pada Pasal 52 pula disebutkan mengenai 

konsekuensi apa bila Pasal 9 tidak terlaksana, dikatakan pada pasal 52 yaitu “Badan 

Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak 

menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi 

Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia 

setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan 

sesuai dengan UndangUndang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain 

dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 5.000.000,00, Hal ini merupakan tantangan bagi setiap badan public dalam 

penelitian ini Polda Metro Jaya untuk memenuhi mandat Undang-Undang serta hal-hal 

apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, pada penelitian ini menggunakan 

metode penelitian Yuridis normatif dengan rumusan masalah Bagaimanakah bentuk 

impelmentasi atau penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik Di Polda Metrojaya dan Apakah yang menjadi faktor 

kendala dalam menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik Di Polda Metrojaya. kendala terhadap implementasi 

ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik pada Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta, dalam menyampaikan 

dokumen informasi publik diantaranya karena ketersediaan daya listrik di beberapa 

daerah tertentu yang tidak merata menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas Polda 

berupa pengiriman informasi dari PID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tingkat 

Polsek dan Polres ke PID Divisi Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta selaku 

PID wilayah provinsi DKI Jakarta. 

Kata Kunci : Keterbukaan, Informasi Publik, Kepolisian 
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ABSTRACT 

 Sakti, 201610115204, Application of Article 9 of Law Number 14 of 2008 

concerning Openness of Public Information in the State Police of the Republic of 

Indonesia in the Metro Jaya Region. 

 Law Number 14 of 2008 confirms as in Article 28 F of the 1945 Constitution of 

the Republic of Indonesia which states that everyone has the right to communicate and 

obtain information and it is hoped that various problems of information transparency, 

especially those that are bound or controlled by public bodies , Article 9 in conveying 

information to public bodies is mandatory, Article 52 also mentions the consequences 

if Article 9 is not implemented, Article 52 states that "Public Agency which 

intentionally does not provide, does not provide, and/or does not publish Public 

Information in the form of Public Information on a regular basis, Public Information 

that must be announced immediately, Public Information that must be available at all 

times, and/or Public Information that must be provided on the basis of a request in 

accordance with this Law, and resulting in harm to others, shall be subject to a 

maximum imprisonment of 1 (one) year and/or pida This is a challenge for every public 

body in this research Polda Metro Jaya to fulfill the mandate of the Act and what things 

become obstacles in implementing Article 9 of Law Number 14 Year 2008 concerning 

Public Information Disclosure, in this study using a normative juridical research 

method with the formulation of the problem What is the form of implementation or 

application of Article 9 of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information 

Disclosure at Polda Metrojaya and what are the constraint factors in implementing 

Article 9 of the Law Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure 

at Polda Metrojaya. obstacles to the implementation of the provisions of Article 9 of 

Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure at the Jakarta 

Metro Jaya Regional Police, in submitting public information documents, including 

the uneven availability of electricity in certain areas causing delays in the 

implementation of the tasks of the Regional Police in the form of sending information 

from PID (Information and Documentation Management) at the Polsek and Polres 

levels to the PID of the Public Relations Division of the Jakarta Metro Jaya Regional 

Police as the PID for the DKI Jakarta province. 

Keywords: Openness, Public Information, Police 
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MOTTO 
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